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ARIEF TRY DHANA JAYA, B 121 13 359, Tinjauan Yuridis 
Implementasi Peraturan Daerah  Nomor 6 Tahun 2013 Tentang 
Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan/Kebersihan   
Di Kabupaten Muna. (Dibimbing oleh Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., 
M.H., selaku Pembimbing I dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku 
Pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi retribusi 
pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Muna., serta apa saja 
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Retribusi pelayanan 
persampahan /kebersihan di Kabupaten Muna. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun lansung kelapangan 
untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta hukum yang 
dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari 
narasumber-narasumber yang dibutuhkan, serta referensi lainya yang erat 
kaitannya dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan 
dibahas. Sumber hukum dilengkapi dengan bahan hukum primer dari hasil 
analisis UUD 1945, berbagai peraturan perundang-undangan, dan bahan 
hukum sekunder dari referensi-referensi (buku, kamus hukum, jurnal 
ilmiah, dan sumber lainnya), diolah dengan metode analisis kuantitatif dan 
data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan: bahwa implementasi retribusi 
pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Muna belum efektif, 
yaitu : Pertama, dari faktor hukum, Perda yang mengatur retribusi terkait 
pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Muna memiliki 
beberapa kekurangan. Kedua, faktor penegak hukum, lemahnya 
pengawasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan 
Pertamanan Kabupaten Muna dalam hal melakukan pungutan retribusi. 
Ketiga, faktor sarana dan fasilitas pendukung, terbatasnya truk 
pengangkut sampah, sedikitnya TPS yang di sedikan pemerintah 
kabupaten Muna, jarak TPA yang sangat jauh, dan gaji pegawai lepas 
yang sering tertunggak mengakibatkan pelayanan persampahan/ 
kebersihan kurang efektif serta banyak sampah tidak di angkut sesuai 
jadwal pengangkutan yang kemudian berimbas pada masyarakat enggan 
untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Keempat, 
faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar 
retribusi persampahan/kebersihan, masih banyaknya masyarakat yang 
membuang sampah bukan pada TPS yang telah disediakan serta 
keterbatasan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga 
lingkungan bebas dari sampah. 
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A. Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan 
berdaulat, di mana pemerintah daerah merupakan bagian integral yang 
telah memiliki tujuan tertentu. Tujuan itu ialah suatu masyarakat adil dan 
makmur, baik secara materil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya 
disingkat UUD NRI 1945). Tujuan pemerintah daerah, merupakan bagian 
dari tujuan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam aline ke-4 (empat)  
pembukaan UUD NRI 1945 yaitu: 
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 
keadilan sosial”. 
 
Luasnya urusan pemerintahan, tidak mungkin seluruhnya diurus 
sendiri oleh pemerintah pusat. Terlebih karena pemerintah pusat tidak 
terlalu mengetahui kondisi setiap daerah secara rinci. Untuk itu, urusan 
pemerintah pusat memerlukan bantuan pemerintah daerah dalam upaya 
mencapai tujuan negara. Perwujudannya adalah dengan melakukan 
pembagian wilayah negara ke dalam daerah-daerah dengan 
pemerintahan yang otonom, yang dapat mengurus wilayahnya secara 
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mendiri. Kehadiran pemerintah daerah yang melingkupi seluruh wilayah 
negara, jelas akan mengefektifkan proses pembangunan.  
Lebih lanjut, menurut Pasal 18 UUD NRI 1945, pemerintahan daerah 
dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu kemudian dibagi 
lagi dalam beberapa wilayah kabupaten/kota. Masing-masing dari wilayah 
administratif tersebut, baik provinsi ataupun kabupaten/kota, mempunyai 
tata-kelola pemerintahan daerah yang mandiri. Masing-masing pemerintah 
daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonom dan tugas pembantuan.1 
Otonomi daerah mengandung arti hak, wewenang, dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri. Sistem otonomi  
terkait juga dengan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan 
daerah, antara lain berkaitan dengan cara pembagian urusan 
penyelenggaraan pemerintahan dan cara menentukan urusan rumah 
tangga daerah.2 Secara keseluruhan, terlaksananya urusan pemerintahan 
demi kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan 
republik Indonesia, merupakan esensi desentralisasi urusan pemerintahan 
berdasarkan prinsip otonomi. 
Pelaksanaan otonomi daerah kini dinilai sangat penting seiring 
dengan tantangan dan perkembangan di tingkat lokal, nasional, regional, 
dan internasional. Apalagi perubahan tersebut mencakup berbagai 
bidang, termasuk bidang ekonomi, politik dan kebudayaan. Perubahan di 
                                                          
1 Lihat Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. 
2 Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, dalam Ni’matul Huda 
(selanjutnya disebut Ni’matul Huda I), 2012, Hukum Pemerintahan Daerah. 
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berbagai ruang lingkup kehidupan itu, jelas membutuhkan 
diselenggarakannnya otonomi derah yang luas, nyata, dan bertanggung 
jawab dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.  
Pelaksanaan otonomi derah, selanjutnya akan mencakup ranah 
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya masing-masing 
daerah. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah, juga akan terkait 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip 
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta potensi 
dan keanekaragaman antardaerah. 
Untuk mewujudkan kepentingan pembangunan daerah, 
pemerintahan daerah kabupaten/kota, memiliki kewenangan serta 
kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan dan ketetapan 
berdasarkan prakarsa maupun aspirasi masyarakat. Kewenangan 
mengatur dan mengurus persoalan rumah tangga daerah dalam lingkup 
negara kesatuan itu,  meliputi segenap kewenangan pemerintahan secara 
umum, kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat, 
seperti hubungan luar negeri, pengadilan moneter dan keuangan, 
pertahanan dan keamanan.3 
Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, 
pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah (selanjutnya 
disingkat perda) sebagai dasar hukum bagi daerah dalam 
menyelenggarakan otonomi daerah. Perumusan perda sendiri, harus 
                                                          
3 Winarna Surya Adisubrata, 1999, Otonomi Daerah di Era Reformasi, Yogyakarta: 
AMP YKPN, hlm.1.  
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sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari 
daerah tersebut. Apalagi, peraturan daerah yang dibuat oleh daerah 
hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan.  
Pasal 236 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, perda memuat materi muatan: 
a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 
b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang   undangan 
yang lebih tinggi. 
Sistem desentralisasi urusan pemerintahan yang terwujud dalam 
otonomi daerah, secara konseptual, jelas suatu kesempatan emas bagi 
bangsa Indonesia dalam melakukan perubahan di berbagai aspek, 
terutama politik, administrasi, dan fiskal. Desentralisasi merupakan 
pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara, di mana pemerintah 
pusat lebih banyak memberikan kekuasaan kepada daerah-daerah untuk 
mengatur urusan daerahnya masing-masing.4 
Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi, tercermin dalam 
urusan fisikal. Desentralisasi fisikal berarti penentuan sumber-sumber 
penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri dengan 
sesuai dengan potensinya masing-masing.5 Kewenangan daerah itu, 
selanjutnya akan terwujud melalui kebijakan pemungutan pajak daerah 
dan retribusi daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 
                                                          
4 C.S.T. Kansil, 2010, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta, Jala Permata, hlm.264. 
5 Machfud Sidik, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan 
Desentralisasi Fiskal, Seminar. Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di 
Indonesia, UGM, Yogyakarta, 13 Maret 2002. Dalam Tjip Ismail,2013, Analisis dan 
Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 
5 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat UU 
PDRD). 
Pada ketentuan umum UU PDRD, pajak didefenisikan sebagai 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Sementara itu, dalam 
Pasal 109 UU PDRD, objek retribusi jasa umum diartikan sebagai 
pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan.   
Pendapatan daerah dari sektor perpajakan dan retribusi, jelas 
dibutuhkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam 
menunjang pembangunan. Pengelolaan pendapatan daerah tersebut, 
didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 
masyarakat, dan akuntabilitas, dengan memperhatikan potensi daerah.  
Di daerah Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 
pengelolaan sampah menjadi salah satu objek retribusi. Peraturan Daerah 
Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum 
(selanjutnya disingkat Perda Retribusi Jasa Umum), mengatur secara 
detail terkait pengenaan retribusi persampahan.  
Dalam Pasal 4 ayat (1) Perda Retribusi Jasa Umum, disebutkan 
bahwa subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
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memperoleh pelayanan jasa persampahan/kebersihan dari pemerintahan 
daerah. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa objek retribusi 
adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah, meliputi: 
a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi 
pembuangan sementara; 
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan 
sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan 
c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 
Pada perkembagan selanjutnya, pengenaan retribusi sampah di 
Kabupaten Muna, ternyata tidak dibarengi dengan sistem pengelolaan 
sampah yang baik. Pemerintah terkesan masih setengah hati dalam 
melaksanakan aturan terkait persampahan/kebersihan, sebagaimana 
dalam Perda Retribusi Jasa Umum. Permasalahan itu bisa dilihat dari 
penyediaan tempat sampah yang hanya berada di sekitar pusat kota, tapi 
tidak menjangkau pinggir kota.  
Permasalahan pengelolaan sampah, juga terkait dengan personil 
pengelola sampah. Petugas kebersihan hanya membersihkan jalan-jalan 
utama Kabupaten Muna, tetapi tidak menyisir ke kawasan jalan-jalan 
terpencil daerah. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya Tempat 
Pengelolaan Akhir (selanjutnya disingkat TPA) sebagai kawasan 
penampungan sampah. Sebagai gantinya, pemerintah hanya 
memanfaatkan lahan kosong di sembarang tempat untuk membuang 
sampah. Bahkan, akibat tidak adanya lahan TPA, masyarakat di sekitar 
Kota Raha Kabupaten Muna, terpaksa membuang sampah ke sungai, 
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sampai akhirnya turut mencemari kawasan perairan, khususnya pantai 
yang selama ini menjadi andalan di sektor parawisata. 
Menurut La Oba selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup 
(selanjutnya disingkat BLH) Kabupaten  Muna, saat ini, Kota Raha belum 
memiliki TPA. Padahal katanya, kebutuhan lahan untuk TPA Kota Raha 
minimal 10 hektar. Sebagai gantinya, lahan yang digunakan adalah lahan 
Dinas Kehutanan Kabupaten Muna yang berlokasi di Lakaoduma.6 Lahan 
tersebut, tidak memiliki mesin daur ulang, sehingga sampah jadi 
menumpuk dan menimbulkan aroma tidak sedap. Akibatnya, masyarakat 
yang melintas di kawasan tersebut merasa terganggu.  
Ironisnya, meski infrastruktur pengelolaan sampah belum memadai 
sebagaimana diperintahkan dalam Perda Retribusi Jasa Umum, 
pengenaan biaya retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, tetap 
dikenakan kepada masyarakat. Besaran tarif retribusi persampahan per 
rumah tinggal dalam Kota Raha, dikenakan tarif sebesar Rp 5.000,-/bulan, 
sedangkan di luar Kota Raha sebesar Rp 2.000,-/bulan. Sementara itu, 
untuk pasar swalayan dikenakan tarif sebesar Rp 50.000,-/bulan. Retribusi 
persampahan tersebut, dibayarkan bersamaan dengan pembayaran 
tagihan listrik.   
Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka tampak jelas bahwa 
tarif retribusi persampahan yang dikenakan kepada masyarakat, tidak 
sejalan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Meski 
                                                          
6 Akbar Hamdan, 2016, Kota Raha “dikepung” sampah, diakses dari 
http://bkk.fajar.co.id/2016/04/28/kota-raha-dikepung-sampah/ diakses 1 Maret 2017. 
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setiap rumah tangga dan pasar swalayan telah dikenakan tarif retribusi, 
tapi pelayanan persampahan yang diberikan oleh pemerintah, tidak 
dilakukan secara baik dan menyeluruh. Buktinya, sampah yang ada 
dipinggir kota Raha, sering kali tidak masuk dalam daftar angkut sampah 
rutin 
Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008  tentang Pengelolaan Sampah 
(selanjutnya disingkat UU Pengelolaan Sampah) yang dimaksud dengan 
pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 
Merujuk pada defenisi tersebut, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh 
pemerintah Kabupaten Muna, sangat tidak maksimal, sebab tidak 
dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Padahal 
pengelolaan sampah berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat, 
khususnya terkait kualitas kesehatan dan lingkungan hidup. 
Sampah yang menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh 
beberapa kota atau daerah di dunia, termasuk Kabupaten Muna, Provinsi 
Sulawesi Tenggara, jelas harus ditangani dengan serius. Pemerintah 
sebagai pembuat kebijakan harus berada di garda terdepan untuk 
menyelesaikan masalah persampahan. Keseriusan pemerintah, sejalan 
dengan aturan hukum yang ada, akan berdampak langsung pada 
perbaikan pengelolaan sampah, sehingga dampak yang ditimbulkan oleh 
sampah seperti banjir, aroma tidak sedap, dan pencemaran laut, bisa 
dihindari.  
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Sehubungan dengan uraian permasalahan di atas, Penulis 
menganggap perlu untuk mengadakan penelitian terhadap 
pengimplementasian Perda Retribusi Jasa Umum yang di dalamnya 
mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 
Penelitian ini menitikberatkan pada taraf sinkronisasi dan efektivitas guna 
mengetahui sejauh mana upaya pihak pemerintah daerah dalam 
menjalankan perda tersebut.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan dua 
masalah, yaitu 
1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah  Nomor 6 Tahun 2013 
Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan   Di Kabupaten Muna? 
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan 
Daerah  Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan   Di Kabupaten Muna? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah  Nomor 6 Tahun 
2013 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan 
Persampahan/ Kebersihan   Di Kabupaten Muna. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 
Peraturan Daerah  Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa 
Umum Terkait Pelayanan Persampahan/Kebersihan   Di Kabupaten 
Muna. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi 
penting terkait perumusan atau perubahan peraturan daerah terkait 
pengelolaan dan retribusi persampahan ke depannya. 
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
pemerintah daerah dan segenap pejabat yang memiliki kewenangan 















A. Pemerintahan Daerah 
1. Pengertian Pemerintah Daerah 
Pemerintah daerah terdiri dari dua kata yaitu “pemerintah” dan 
“daerah”. Jika ditinjau secara etimologis, kata “pemerintah” berasal dari 
kata dasar “perintah” yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau 
menyuruh. Dengan adanya tambahan awalan “pe-”, pada kata 
“pemerintah”, maka arti katanya pun berubah menjadi badan atau 
organisasi yang sedang mengurus.7 
Menurut  Mariun, istilah “pemerintah” merujuk kepada badan, organ 
atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas 
pekerjaan. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa pemerintah menunjuk 
kepada subyek tertentu.8 
 Di sisi lain, kata “daerah” dalam konteks kebahasaan berarti 
kesatuan wilayah yang memiliki unsur-unsur khas, yang menjadi pembeda 
dengan wilayah lain. Unsur pembeda tersebut dapat berupa unsur politis, 
ekonomi, maupun budaya. Namun dalam konteks ilmu pemerintahan, 
                                                          
7 G. Setya Nugraha, R. Maulina F., Kamus bahasa Indonesia, Surabaya: Karina, hlm. 
146   
  8 Mariun, Asas-Asas Ilmu Pemerintahan, Diklat Kuliah Yogyakarta, Fakultas Sosial dan 
Politik UGM,1969 
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daerah dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki tata 
pemerintahan dan administrasi tersendiri.  
Tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, pengertian daerah 
menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
merupakan kesatuan wilayah yang bersifat otonom. Secara lebih rinci, 
Pasal 1 angka 12 UU tersebut menyatakan sebagai berikut: 
Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakatdalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
 
Setidaknya, jika dilakukan perpaduan kata “pemerintah” sebagai 
subjek pemerintahan dengan kata “daerah” sebagai objek pemerintahan, 
maka pemerintah daerah dapat diartikan sebagai orang yang bertugas 
menjalankan pemerintahan di daerah administratif tertentu. Pengertian ini 
juga sejalan dengan diktum Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda) yang 
mengartikan pemerintah daerah dalam artian kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Terkait dengan ruang lingkup pemerintahan daerah yang menjadi 
urusan dan kewajiban pemerintah daerah, Pasal 1 angka 2 UU Pemda  
memberikan gambaran umum tentang arti dari pemerintahan daerah, 
yaitu: 
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Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, setiap tingkatan 
daerah memiliki unsur pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. 
Kepala derah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah 
pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintah daerah. Kepala daerah 
provinsi adalah gubernur, kepala daerah kabupaten adalah bupati, 
sedangkan kepala derah kota adalah wali kota.9 Di sisi lain, pemerintah 
daerah juga mencakup unsur-unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang legislatif. 
Berdasarkan konteks hukum Indonesia, dasar dari penyelengaraan 
pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah, tercantum pada Pasal 18 
UUD NRI 1945. Pengaturan lebih lanjut terkait pemerintahan daerah itu 
pun, telah mengalami beberapa kali perubahan, yang otomatis turut 
mengubah sistem tata kelola pemerintahan daerah. Sejak awal 
kemerdekaan, undang-undang yang secara umum mengatur persoalan 
pemerintahan daerah adalah UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 
1948, UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 
1974, UU No. 32 Tahun 2004, dan yang terbaru adalah UU No. 23 Tahun 
2014. 
 
                                                          
9 Sirajuddin. Dkk, 2011, Hukum Pelayanan Publik, Malang; Setara Press,  hlm. 59. 
14 
2. Wewenang Pemerintah Daerah 
Saat menjalankan wewenangnya, pemerintah boleh lepas dari asas 
legalitas, sebagaimana konsepsi negara hukum yang demokratis atau 
negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Asas legalitas merupakan 
salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam 
setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut 
konsepsi negara hukum. 
Pada perkembangannya lebih lanjut, penerapan dari asas legalitas 
digunakan pula dalam bidang hukum administrasi, sebagaimana 
dikemukakan oleh H.D Stout. Menurutnya, pemerintah harus tunduk 
kepada undang-undang. Dengan kata lain, adanya asas legalitas yang 
menetapkan semua ketentuan yang mengikat bagi warga negara, 
haruslah didasarkan pada undang-undang.10 Ketentuan yang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan itu, juga wajib dipatuhi oleh pemerintah. 
Terkait dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka 
berdasarkan prinsip itu, tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal 
dari peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang bagi 
pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang 
bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diperoleh 
melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, mandat. 
                                                          
10 H.D Stout, 1994, hlm 28, dalam Aminuddin  Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, 
Makassar: Identitas, hlm.106. 
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Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/ Willem 
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:11 
a. Atribusi, pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat uandang-
undang kepada organ pemerintahan. 
b. Delegasi, pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ 
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 
c. Mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal 
dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ 
pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal 
tertentu. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan 
wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan 
tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang 
diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Sedangkan 
delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya  pelimpahan 
wewenang dari pejabat yang satu kepeda pejabat lainnya untuk 
mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Lain halnya 
dengan mandat yang merupakan pemberian wewenang oleh organ 
pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas 
namanya12 
                                                          
11 Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
hlm.102. 
12 Ibit., hlm. 105. 
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Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi 
seluas-luasnya, tidak berarti pemerintah daerah terlepas dari kepentingan 
dan aturan lingkup nasional. Lahirnya UU Pemda sebagai dasar 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, jelas memberi batas tentang 
ruang lingkup pemerintahan daerah. Pasal 10 UU Pemda, menyatakan 
bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang 
pemerintahan, kecuali pada beberapa bidang kewenangan yang 
dikecualikan, yaitu dalam politik luar negeri, pertahanan-keamanan, 
yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan urusan agama. 
Di luar dari kewenangan pemerintah pusat, segala urusan 
pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bahkan dalam 
keadaan tertentu, kewenagan pemerintah pusat juga bisa dialihkan 
kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip tugas pembantuan. 
Pengalihan kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah dalam 
rangka desentralisasi tersebut, harus disertai dengan penyerahan dan 
pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya 
manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.13 
 
3. Otonomi Daerah 
Istilah “otonomi” secara etimologi berasal dari bahasa latin, autos 
berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan.14 Kata “otonomi” dapat 
                                                          
13 Jimly Asshiddiqie, 2011, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta Timur, 
Sinar Grafika, hlm.235 
14 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1994, Hukum Administrasi 
Pemerintahan Daerah, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.60 
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dimaknai sebagai kekuasaan untuk membuat perundang-undangan 
sendiri (zelfwetgeving). Dalam konteks pemerintahan daerah, konsepsi 
otonomi daerah mengandung arti pemerintahan sendiri (zelfbestuur). C.W. 
van der Pot memaknai konsep otonomi daerah sebagai eigen huishouding 
(menjalankan rumah tangganya sendiri).15 Pemerintahan otonomi berarti 
memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasibnya sendiri, 
memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara 
adil.16. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian dalam kajian otonomi 
daerah adalah persoalan pengalihan kewenangan pemerintahan dari 
tingkat pusat ke tingkat daerah.17  
Pasca amendemen UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah telah 
diberikan keleluasaan yang sangat luas untuk menyelenggarakan otonomi 
daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah itu, menekankan pentingnya 
prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan 
pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang 
berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antardaerah.18 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat dua pemikiran 
tentang konsep otonomi daerah. Pemikiran pertama, bahwa prinsip 
otonomi daerah mengunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-
luasnya mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan 
                                                          
15 M. Laica Marzuki, 2006, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, dalam Ni’matul Huda I,  
Op.Cit., hlm. 83. 
16 Muh. Hasrul, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dalam 
Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Disertasi, Makassar, Program Doktor Ilmu 
Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin, hlm.35 
17 Op.Cit., hlm. 227 
18 Op.Cit., hlm. 224 
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membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran 
serta, prakarsa, dan pemberdyaan masyarakat yang bertujuan untuk 
peningkatan kesejahteraan rakyat.19 
Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan 
menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip 
otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani suatu urusan 
pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan 
kewajiban yang nyata telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, 
dan berkembang sesuai dengan pitensi dan kekhasan daerah.20 
Berdasarkan asas umum pemerintahan, yang menjadi urusan 
pemerintahan daerah meliputi hal berikut: 21 
a. Bidang legislasi, yakni atas prakarsa sendiri membuat peraturan 
daerah (perda) dan peraturan kepala daerah yang meliputi perda 
provinsi kabupaten/kota. Peraturan kepala daerah meliputi 
peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota. 
b. Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah dan 
pemerintah daerah adalah suatu system pembagian keuangan 
yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung 
jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan. 
c. Perencanaan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 
daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah. 
 
Otonomi daerah perlu diperkuat dengan pengaturan yang lebih 
jelas dan rambu-rambu yang disepakati bersama untuk menjamin 
                                                          
19 Siswanto Sunarno, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, Sinar 
Grafika, hlm.8 
20 Ibid., hlm.8 
21 Ibid., hlm.9 
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keteraturan sosial dan mencegah timbulnya kerawanan sosial yang tidak 
perlu.22 
4. Asas-Asas Pemerintah Daerah 
Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah 
didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentralisasi dan 
tugas pembantuan. 
a. Asas desentralisasi 
 Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda 
redaksionalnya, tetapi pada dasarnya memiliki arti yang sama. Menurut 
Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah 
negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan 
tertentu sebagai urusan rumah tanggahnya sendiri. Selanjutnya, Amrah 
Muslimin mengartikan desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang 
terhadap badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat 
terhadap suatu daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya 
sendiri.23  Desentralisasi dalam Pasal 1 ayat (8) UU Pemda didefenisikan  
sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada 
daerah otonom berdasarkan asas otonomi.  
Jika dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi 
atau otonomi itu menunjukan: (1) satuan-satuan desentralisasi (otonomi) 
lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan  
                                                          
22 op.cit, hlm.33 
23 Ni’Matul Huda (selanjutnya disebut Ni’matul Huda II), 2011, Hukum Tata Negara 
Indonesia, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 311. 
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cepat; (2) satuan-satuan dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan 
efisien; (3) satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif; (4) satuan-satuan 
desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, 
komitmen yang lebih tinggi dan produktif.24 
b. Asas Dekonsentrasi 
Amrah Muslimin mendefinisikan dekonsentrasi ialah pelimpahan 
sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah 
pusat yang ada pada suatu daerah. Selanjutnya Irawan Soejito 
mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa 
kepada pejabat bawahannya sendiri. Joeniarto kemudian mengungkapkan  
dekonsentrasi sebagai pemberi wewenang oleh pemerintah pusat (atau 
pemerintahan atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk 
menyelenggarakan urusan-urusannya di daerah.25 
Di sisi lain, Pasal 1 ayat (9) Pemda mengartikan dekonsentrasi 
sebagai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau 
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan 
pemerintahan umum. 
c. Asas Tugas Pembantuan 
Joeniarto mengungkapkan bahwa di samping pemerintah lokal yang 
berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, pemerintah daerah 
                                                          
24 Ibid., hlm. 312. 
   25 Ibid., hlm. 314. 
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juga bisa diberi tugas-tugas pembantuan. Tugas pembantuan diartikan 
sebagai tugas berupa ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat 
atau pemerintah daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah 
tangga tingkat atasannya atau urusan pemerintah pusat.26 
Terkait dengan pengertian di atas, Pasal 1 ayat (11) UU Pemda 
mendefinisikan tugas pembantuan sebagai penugasan dari pemerintah 
pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari 
pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk 
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah provinsi. 
 
B. Peraturan Daerah 
1. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah 
Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Perda yang 
pada dasarnya dapat juga disebut undang-undang daerah (dalam arti 
luas), dibuat untuk dan berlaku dalam wilayah daerah otonomi yang 
bersangkutan.27 
Pembentukan peraturan daerah yang sejalan dengan agenda 
desentralisasi dan otonomi daerah yang makin luas, perlu dikukuhkan 
                                                          
26 Ibid., hlm. 316. 
27 Soenobo Wirjosoegito, 2004, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, 
Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 36. 
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kedudukannya sebagai kekuasaan pemerintah daerah yang bersifat 
mandiri. Dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan peraturan 
daerah ini, baik perda tingkat provinsi atau maupun perda tingkat 
kabupaten/kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti 
sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun 
demikian, dari segi  isinya sudah seharusnya, kedudukan peraturan yang 
mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit 
dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah  dibandingkan peraturan 
dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas.28 
Kerja sama lembaga legislatif dan eksekutif dalam perumusan 
peraturan perundang-undangan, juga terjadi dalam perumusan perda. 
Kepala derah memiliki beberapa kewenangan dalam persoalan tersebut, 
di antaranya ialah mengajukan rancangan perda dan menetapkan perda 
yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Di sisi lain, selain 
merumuskan dan membahas rancangan undang-undang, DPRD juga 
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda yang 
telah disahkan. 
Adapun materi muatan perda, sebagaimana tercantum dalam Pasal 
236 ayat (3) UU Pemda Tahun 2014, menyangkut persoalan-persoalan, 
yaitu: 
a) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 
b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. 
                                                          
28 Jimly Asshiddiqie, 2011, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta Timur, 
Sinar Grafika, hlm.288-289. 
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2. Muatan Peraturan Daerah 
Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan 
kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah untuk melaksanakan 
urusan otonomi derah dan tugas pembantuan. Perda ditetapkan oleh 
kepala derah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Subtansi 
atau muatan materi perda adalah penjabaran dari peraturan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 
suatu daerah dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum 
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan, harus memuat materi sebagai berikut:29 
a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ketentuan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;  
b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;  
c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;  
d. Tindak lanjut atas putusan Mahkama Konstitusi dan/atau;  
e. Pemenuhan kebutuhan hidup dan masyarakat;  
 
Selanjutnya dalam Pasal 14 No. 12 Tahun 2011  tersebut, juga 
menyatakan bahwa : 
Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 
kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi 
khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan 
perundang-undangan lebih tinggi. 
 
                                                          
29Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
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Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pemerintah 
Kabupaten Muna, telah mengesahkan Perda Kabupaten Muna Nomor 6 
Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum. Salah satu persoalan yang 
diatur dalam perda tersebut adalah terkait dengan pelayanan dan retribusi 
persampahan/kebersihan. Di dalamnya disebutkan bahwa retribusi 
pelayanan persampahan/kebersihan dipungut sebagai pembayaran atas 
pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah. 
Pasal 4 Perda Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Retribusi Jasa Umum terkait pelayanan persampahan/kebersihan 
disebukan bahwa: 
(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 
pelayanan jasa persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah. 
(2) Ojek retribusi adalah pelayanan persampahan atau kebersihan 
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: 
a. pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi 
pembuangan sementara; 
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi 
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan 
akhir sampah; dan 
c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat 
ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. 
 
Dalam paragraf 2 disebutkan cara mengukur tinggkat penggunaan 
jasa: 
Pasal 5 
1. Tinggkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume 
sampah. 
2. Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sampah organik, dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya. 
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3. Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dapat 
ditaksir dengan berbagai pendekatan, atara lain berdasarkan luas 
lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industry serta 
fungsi dan jenis usaha. 
 
Dalam paragraf 3 Pasal 6 disebutkan bahwa: 
1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan 
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas 
pengendalian atas pelayanan tersebut. 
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi 
dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 
 
Dalam paragraf 4 Pasal 7 disebutkan struktur dan besarnya tarif retribusi 
pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut: 
a. Industri/perusahaan lainnya yang sejenis yang menggunakan jasa 
angkut pemerintah daerah sebesar Rp. 100.000,-; 
b. Hotel: 
- Berbintang sebesar Rp 50.000,-/bulan; 
- Melati/penginapan biasa sebesar Rp 25.000,-/bulan. 
c. Restoran, toko dan atau tempat usaha lainya yang sejenis sebesar 
Rp. 25.000,-/bulan; 
d. Swalayan sebesar Rp. 50.000,-/bulan; 
e. Rumah tinggal yang bersatu dengan toko sebesar Rp. 30.000,-
/bulan; 
f. Rumah tinggal: 
- Dalam Kota Raha sebesar Rp. 5.000,-/bulan; 
- Di luar Kota Raha sebesar Rp. 2.000,-/bulan. 
g. Kios, lods dan warung/rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp. 
15.000,-/bulan; 
h. Pedagang tanaman hias sebesar Rp. 7.000,-/bulan; 
i. Kegiatan pesta dan sejenisnya sebesar Rp.50.000,-/satu kali pakai; 
j. Rumah sakit sebesar Rp. 75.000,-/bulan; 
k. Poliklinik sebesar Rp 40.000,-/bulan; 
l. Puskesmas, balai pengobatan dan sejenisnya sebesar Rp. 40.000,-
/bulan; 
m. Apotik dan sejenisnya sebesar Rp.30.000,-/bulan; 
n. Gudang atau tempat penyimpanan barang: 
- Luas diatas 100 m2 sebesar Rp.25.000,-/bulan; 
- Luas diatas 200 m2 s.d. 100 m2 sebesar Rp.20.000,-/bulan; 
- Luas diatas s.d. 30 m2 sebesar Rp.10.000,-/bulan. 
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o. Gedung milik pemerintah daerah dan swasta yang digunakan 
sebagai tempat pertemuan dan resepsi serta kegiatan lainya 
sebesar Rp. 25.000,-/kegiatan; 
p. Instansi pemerintah, BUMN dan BUMD: 
- Dalam Kota Raha sebesar Rp.10.000,-/bulan; 
- Luar Kota Raha sebesar Rp. 5.000,-/bulan. 
q. Khusus sampah pekarangan/kintal: 
- Dalam Kota Raha sebesar Rp. 10.000,-/m3; 
- Luar Kota Raha sebesar Rp. 4.000,-/m3. 
r. Bengkel reparasi: 
- Bengkel kendaraan roda empat sebesar Rp. 20.000,-/bulan; 
- Bengkel kendaraan roda dua dalam kota Raha sebesar 10.000,-
/bulan dan luar Kota Raha  Rp. 4.000,-/bulan; 
- Bengkel motor laut sebesar Rp. 7.000,-/bulan; 
- Bengkel radio/televisi sebesar Rp. 7.000,-/bulan; 
s. Pertukangan dalam Kota Raha sebesar Rp 10.000,-/bulan dan 
diluar Kota Raha sebesar Rp. 5.000,-/bulan; 
t. Gedung bilyar room sebesar Rp. 15.000/bulan; 
u. Warnet dalam Kota Raha sebesar Rp. 10.000,-/bulan dan di luar 
Kota Raha sebesar Rp. 5.000,-/bulan; 
v. Pedagang kaki lima yang tidak menetap sebesar Rp. 2.000,-/hari; 
w. Pertujukan keramaian setiap kali pementasan sebesar Rp. 50.000,-
/hari; 
x. Penjualan SPBMU sebesar Rp. 100.000,-/bulan; dan 
y. Pangkalan BBM sebesar Rp. 50.000,-/bulan. 
 
C.  Retribusi Daerah dan Pengelolaan Sampah 
1. Retribusi Daerah 
Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada 
negara karena adanya jasa yang diberikan oleh negara bagi 
penduduknya. Dengan demikian, hanya yang membayar retribusi yang 
dapat menikmati jasa tersebut. Di Indonesia saat ini penarikan retribusi 
hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang 
dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
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izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  
Retribusi ini berdasarkan atas peraturan yang berlaku, yakni dalam 
bentuk peraturan daerah dan untuk menaatinya yang berkepentingan 
dapat dipaksa (paksaan ekonomis) yaitu, barang siapa yang ingin 
menggunakan/mendapat jasa tertentu dari pemerintah, maka ia wajib 
membayarnya, Pembayaran inilah yang disebut retribusi. 
Di lingkungan pemerintah daerah, retribusi merupakan salah satu 
instrumen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga sebagai 
sumber pendapatan keuangan bagi daerah. Pasal 1 angka 64 UU No. 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya 
disebut UU PDRD) menyatakan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya 
disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan. 
2. Objek Retribusi Daerah 
Berdasarkan Pasal 109 UU PDRD, objek retribusi jasa umum adalah 
pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan tertentu. Objek retribusi terdiri dari tiga kelompok 
jasa yaitu:30  
                                                          
30 Marihot P. Siahaan. 2008. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja 
Grafindo, hlm. 434 
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a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa 
umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan 
persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa 
urusan umum pemerintahan.  
b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, 
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain 
meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah 
daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel 
kenderaan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.  
c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah 
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, 
dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan 
dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, 
pengendalian, dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin 
oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, 
dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin 
masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat 
dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah 
ditentukan sehingga peizinan tertentu masih dipungut retribusi.  
 
3. Subjek Retribusi Daerah 
Subjek retribusi jasa umum dalam Pasal 125 ayat (1) UU PDRD 
adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati 
pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum 
dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu di mana orang 
pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. 
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UU PDRD mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut 
pada suatu daerah, setiap retribusi daerah harus ditetapkan dengan 
peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah 
diundangkan dalam lembaran derah yang bersangkutan. Peraturan 
daerah tentang suatu retribusi daerah tidak berlaku surut dan tidak boleh 
bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi.31 
 
4. Golongan Retribusi Daerah 
Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah 
dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis 
retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip 
dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 
retribusi Daerah, Pasal 18 ayat (2) retribusi daerah dibagi atas tiga 
golongan, sebagaimana disebut dibawah ini:32 
a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan 
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan 
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan. 
b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan 
oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial 
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 
c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu 
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
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32 Ibid, hlm 435 
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prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.  
 
Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, 
retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah 
berdasarkan kriteria tertentu.  
Sesuai dengan Pasal 150 huruf a UU PDRD, retribusi jasa umum 
ditentukan berdasarkan kriteria berikut: 
a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi 
jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu; 
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi; 
c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau 
badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk 
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; 
d. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan 
yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi 
masyarakat yang tidak mampu; 
e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 
penyelenggaraannya; 
f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan 
salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan 
g. pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 
dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 
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Retribusi yang saat in dipungut di Indonesia miliki beberapa ciri yang 
melekat sebagai berikut:33 
a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-
undang dan peraturan daerah. 
b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke khas pemerintah daerah. 
c. Pihak yang membayar retibusi mendapat kontra prestasi (balas 
jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran 
yang dilakukan. 
d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 
e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara 
ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan 
memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 
Dalam Pasal 110 UU PDRD, yang termasuk retribusi jasa umum 
adalah: 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 
Mayat; 
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
f. Retribusi Pelayanan Pasar; 
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 
                                                          
33 Ibid, hlm.7 
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l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
 
 
5. Pengelolaan Sampah 
Umumnya, masyarakat mengenal sampah sebagai sesuatu benda 
yang dihasilkan dari berbagai benda yang telah digunakan dan tidak 
diperlukan lagi oleh manusia.34 Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah 
adalah, “sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 
berbentuk padat.”. Dalam Perda Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2013 
tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa sampah adalah barang-
barang yang merupakan kotoran yang berasal dari perorangan, rumah 
tangga, perumahan, kantor, dan tempat-tempat umum atau lingkungan 
khususnya.  
Kemudian dalam ayat (5) pengelolaan sampah dimaksud adalah 
kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang 
meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah 
adalah nama yang tepat untuk pengumpulan, pengangkutan, 
pembuangan, atau pengolahan ulang dan pengawasan limbah. Istilah ini 
ditujukan untuk material, limbah material yang diproduksi melalui aktivitas 
manusia. Material ini diolah untuk mencegah dampak kerugian material 
terhadap kesehatan kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah yang 
                                                          
34 Mohamad Rizal, 2011, Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan 
(Sudi Kasus Pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala) dalam 
Jurnal SMARTek, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako, Vol. 9 No. 2. hlm 157. 
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diolah termaksud di dalamnya adalah semua bentuk material seperti gas, 
zat cair, zat padat dan zat radio aktif.35 
Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut 
polutan, yang salah satu contohnya adalah sampah. Sampah merupakan 
material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. 
Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, 
dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang 
ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses 
alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia 
didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-
jenisnya. 
Dalam UU Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa ada tiga 
klasifikasi sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang tersebut, 
yaitu 
a) sampah rumah tangga; 
b) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan 
c) sampah spesifik. 
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, 
dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan 
sampah. Dalam Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan 
berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, 
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asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, 
asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. 
Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin 
terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan 
lingkungan dengan tujaun untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan 
kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. 
Terkait pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintahan daerah 
bertugas untuk:   
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat 
dalam pengelolaan sampah; 
b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan 
penanganan sampah; 
c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya 
pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; 
d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan 
prasarana dan sarana pengelolaan sampah; 
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil 
pengolahan sampah; 
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang 
pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani 
sampah; dan melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, 
masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam 
pengelolaan sampah. 
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Lebih lanjut, dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah, juga dinyatakan bahwa pemerintahan kabupaten/kota dalam 
penyelengaaraan pengelolaan sampah mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 
berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; 
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota 
 sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
 ditetapkan oleh pemerintah; 
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan 
sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; 
d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat 
pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir 
sampah; 
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 
(enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat 
pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka 
yang telah ditutup; dan 
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat 






6. Objek Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 
pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah, meliputi:  
a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi 
pembuangan sementara; 
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi 
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir 
sampah; dan 
c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 
 
Yang dikecualikan dari objek retribusi dalam Pasal 4 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna No.6 Tahun 2013 tentang Retribusi 
Jasa Umum yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat 
ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. 
D. Asas-asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
1. Asas Hukum 
Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang 
abstrak dan pada umumnya medasari peraturan konkrit dan pelaksanaan 
hukum.36 Asas merupakan suatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, 
                                                          
36 Sirajuddin Dkk, 2011, Hukum Pelayanan Publik, Malang, Setara Press, hlm. 21 
37 
tumpuan, pokok pangkal, fondamen, serta sebagai tempat untuk 
menyandar mengembalikan suatu hal yang hendak kita jelaskan.37 
Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan 
“jantungnya” peraturan hukum. Karena menurut Satjipto, asas hukum 
adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini 
berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa di 
kembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas 
hukum layak disebut disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum. 
Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu 
peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan 
peraturan-peraturan selanjutnya.38 
 Oleh karena itu, Paton menyebutkan sebagai suatu sarana 
membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dengan menunjukan, 
bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan 
belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu 
bukan merupakan sekedar kumpulan peraturan-peraturan maka hal itu 
disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-
tuntuan etis. Apabila kita mebaca suatu peraturan hukum, mungkin kita 
tidak menemukan pertimbangan etis di situ. Tetapi asas hukum menunjuk 
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adanya tuntutan etis yang demikian itu, atau setidak-tidaknya kita bisa 
merasakan adanya petunjuk kearah itu.39 
2. Asas Pembentukan Produk Hukum Pelayanan Publik 
Sistem hukum di Indonesia lebih dominan kepada peran 
pemerintah dan parlemen dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan sementara lembaga peradilan (hakim) tidak lebih dari 
“pelaksana” atau meminjam istilah Bagir Manan hakim tidak lebih dari 
sekedar “mulut” undang-undang.40 
Menurut Bagir Manan makin besarnya peranan peraturan 
perundang-undangan terjadi karena beberapa hal:41 
a. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang 
mudah dikenali, mudah diketemukan kembali dan mudah 
ditelesuri. Sebagai kaidah hukum tertulis bentuk, jenis dan 
tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya. 
b. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum 
yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi 
dan mudah diketemukan kembali. 
c. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih 
jelas hingga memungkinkan untuk diperiksa dan di uji baik segi 
formal maupun materi muatannya. 
d. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-
undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi 
negara yang sedang membangun sistem hukum baru sesuai 
dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. 
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Sementara itu van der Vlies membagi asas pembentukan yang 
patut kedalam asas yang formal dan materil. Adapun asas formal 
meliputi:42 
1. Asas tujuan yang jelas, yang mencakup tiga hal yakni mengenai 
ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka 
kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan yang 
akan dibentuk dan tujuan dari bagian-bagian yang akan di 
bentuk tersebut. 
2. Asas organ/lembaga yang tepat, hal ini untuk menegaskan 
kejelasan organ yang menetapkan peraturan perundang-
undangan tersebut; 
3. Asas perlunya pengaturan. Merupakan prinsip yang menjelaskan  
berbagai alternative maupun relevansi dibentuknya peraturan 
untuk menyelesaikan problema pemerintahan; 
4. Asas dapat dilaksanakan yaitu peraturan yang dibuat harusnya 
dapat ditegakkan secara efektif; 
5. Asas consensus, yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan 
kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara 
konsekuen. 
 
Sedangkan asas materil meliputi: 
 
1. Asas tentang terminologi dan sitematika yang benar, artinya 
setiap peraturan hendaknya dipahami oleh rakyat; 
2. Asas perlakuan yang sama dalam hukum hal demikian untuk 
mencegah praktik ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan 
hukum; 
3. Asas kepastian hukum, artinya peraturan yang dibuat 
mengandung aspek konsistensi walaupun di implementasikan 
dalam waktu dan ruang berbeda. 
4. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, 
asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi 
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3. Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik 
Sebagai Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara di kenal adanya 
prinsip-prinsip  atau asas-asas umum penyelenggaraan administrasi 
negara yang baik. Kemunculan prinsip-prinsip ini tidak lepas dari tidak 
lepas dari keberadaan administrasi negara sebagai penyelenggaraan 
pemerintahan (eksekutif). Tindakan-tindakan penertiban, perizinan dan 
berbagai pelayanan merupakan pekerjaan administrasi negara yang 
langsung berhubungan dengan rakyat. Setiap bentuk penyalagunaan 
kekuasaan atau cara-cara bertindak yang memenuhi syarat-syarat 
penyelenggaraan administrasi negara  yang baik akan langsung dirasakan  
sebagai perbuatan sewenang-wenang atau merugikan orang banyak. 
Olehnya itu pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan 
administrasi negara yang baik untuk mencegah dan menghindarkan 
rakyat dari segala tindakan administrasi negara yang dapat merugikan 
rakyat atau menindas.43 
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disingkat 
AAUPB) sebagai nilai etik yang hidup dan berkembang dalam pergaulan 
masyarakat maka kemudian terjadi keragaman dalam menentukan 
macam dan pengelompokan AAUPB oleh para ahli hukum. A.M Donner 
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dan Wiarda sebagai perintis di bidang ini hanya merinci AAUPB ke dalam 
lima macam asas, yaitu:44 
a. Asas kejujuran 
b. Asas kecermatan 
c. Asas kemurnian dalam tujuan 
d. Asas keseimbangan 
e. Asas kepastian hukum 
 
S.F Marbun merinci asas-asas umum pemerintahan yang baik 
sebagai berikut:45 
a. Asas persamaan 
b. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan 
c. Asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang 
d. Asas ganti rugi karena kesalahan 
e. Asas kecermatan 
f. Asas kejujuran dan keterbukaan 
g. Asas kepastian hukum 
h. Asas larangan menyalagunakan wewenang 
i. Asas larangan sewenang-wenang 
j. Asas kepercayaan atau pengharapan 
k. Asas motivasi  
l. Asas kepantasan dan kewajaran 
m. Asas pertanggungjawaban 
n. Asas kepekaan 
o. Asas penyelenggaraan kepentingan umum 
p. Asas kebijaksanaan 
q. Asas iktikad baik 
 
Prinsip atau asas-asas penyelenggaraan administrasi negara yang 
baik sebagian telah di tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme, prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu:46 
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yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
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(1) Asas kepastian hukum, adalah asas yang mengutamakan landasan 
peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam 
setiap kebijakan penyelenggara negara; 
(2) Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi 
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 
pengendalian penyelenggaraan negara; 
(3) Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodif dan 
selektif. 
(4) Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka terhadap hak 
masyarakat yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 
(5) Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan 
keseimbangan atara hak dan kewajiban  penyelenggara negara. 
(6) Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keadilan 
yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(7) Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
43 
E. Penegakan Hukum 
1. Pengertian Penegakan Hukum 
Untuk menjalankan fungsi hukum diperlukan penegakan hukum 
sebagai perwujuduan tindakan untuk memastikan seluruh sistem hukum 
berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Satjipto Rahardjo Penegakan 
hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 
hukum menjadi kenyataan.47 Penegakan hukum diartikan sebagai upaya 
untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar berjalan dengan baik 
dan dalam hal penegakan hukum administrasi negara instrumen 
penegakannya meliputi pengawasan dan penegakan sanksi sebagai 
bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan mengukur 
keefektivitasan penegakan hukum, sebagai esensi dalam melaksanakan 
kegiatan penegakan hukum yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang 
dimanan Soerjono Sukanto mengutarakan faktor-faktor tersebut bersifat 
netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-
faktor tersebut.48 
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum terdiri dari: 
1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi oleh undang-undang 
saja; 
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk dan 
menerapkan hukum; 
3. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum 
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4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau ditetapkan; 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta,dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.49 
Demi terciptanya efektivitas hukum harus diawali untuk 
mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana 
penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, 
kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang 
terbangun. 
a. Faktor Hukum 
Faktor hukum yang dimaksud Soerjono Sukanto adalah Peraturan 
perundang-undangan.50 Pengertian Peraturan perundang-undangan yang 
terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan 
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan 
dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang 
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan 
Perundang-undangan.51 
Salah satu dasar yang harus diperhatikan dalam pembuatan 
peraturan perundang-undangan adalah asas-asas pembentukan 
                                                          
49 Ibid, hal.8 
50 Ibid, hal. 11 
51 Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan 
45 
peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi: 
a. kejelasan tujuan; 
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 
d. dapat dilaksanakan; 
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. kejelasan rumusan; dan 
g. keterbukaan.52 
 
Sedangkan dalam penegakan hukum yang berasal dari undang-
undang terdapat beberapa gangguan seperti yang dikemukakan Soerjono 
Soekanto, dimana gangguan tersebut disebabkan karena: 
1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; 
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 
untuk menerapkan undang-undang; 
3. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang 
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 
penerapannya.53 
 
b. Faktor Penegak Hukum 
Jimly Assiddiq mengemukakan penegak hukum mencakup 
pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) 
penegak hukum.54 Soerjono Sokanto juga berpendapat bahwa yang 
dimaksudkan dengan penegak hukum mencakup mereka yang secara 
langsung dan tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum.55  
                                                          
52 Lihat pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undaangan 
53 Soerjono Soekanto Op.cit., hal.17-18 
54 Sumber: www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal    
6 Septemper 2017 jam 15.25 
55 Soerjono Soekanto op.cit., hal.19 
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Setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan 
berdasarkan pada masing-masing lembaga yang ditempatkan, dimana 
setiap kedudukannya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 
dan dijalankan oleh setiap penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto 
terdapat beberapa halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan 
yang terdiri dari: 
1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan 
pihak lain dengan siapa dia yang berinteraksi, 
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, 
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 
sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, 
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil, 
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 
konservatif.56 
 
Halangan-halangan tersebut mengacu pada peranan penegak 
hukum sebagai tindakan yang diidentikkan dengan tingkah laku nyata 
dalam penegakan hukum.  
 
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 
Menurut Soerjono Soekanto Tanpa adanya sarana atau fasilitas 
tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan 
lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga 
manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan 
yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.57 Soerjono 
Soekanto juga menambahkan bahwa sarana atau fasilitas mempunyai 
                                                          
56 Ibid, hal. 34-35 
57 Ibid.hal. 37 
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peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya 
sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum 
menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. 
Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan 
pikiran, sebagaimana berikut: 58 
1. Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul 
2. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan 
3. Yang kurang – ditambah 
4. Yang macet – dilancarkan 
5. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan. 
 
d. Faktor Masyarakat 
Dalam masyarakat berbagai macam kepentingan dalam segala 
macam bentuk saling bertemu, ini menyebabkan berkembangnya hukum 
secara pesat.59 Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan 
hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian 
di dalam masyarakat.60 Warga masyarakat yang dimaksud, adalah dalam 
hal kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, 
secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat 
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 
yang bersangkutan.  
Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan 
hukum adalah kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan tentang 
                                                          
58Ibid.hal. 44 
59 Mudjiono.1991.Pengantar Ilmu Hukum Indonesia.Liberty Yogyakarta:Yogyakarta.hal.7 
60 Soerjono Soekanto Op.cit. hal.45  
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hukum itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, 
maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Selaras 
dengan yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa setiap masyarakat 
sebaiknya memiliki kompetensi hukum, yang tidak mungkin ada jika 
masyarakat: 61 
a. tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka 
dilanggar atau terganggu; 
b. tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk 
melindungi kepentingan-kepentingannya; 
c. tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum untuk 
karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik; 
d. tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang 
memperjuangkan kepentingan-kepentingannya; 
e. mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik didalam 
proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal. 
 
e. Faktor Kebudayaan 
Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kebudayaan hukum pada 
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-
nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang 
dianggap baik dan dianut serta apa yang dianggap buruk sehingga 
dihindari.62  
Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono 
Soekanto adalah sebagai berikut :63 
1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman. 
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan. 
                                                          
61Ibid.hal 57  
62 Soerjono Soekanto Op.cit.hal 60 
63 Ibid.hal 60 
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3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ 
inovatisme. 
 
Dapat disimpulkan kebudayaan merupakan kebiasaan yang 
terbentuk dan menjadi ciri khas masyarakat serta mengandung nilai-nilai 


















A. Lokasi Penelitian  
Guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan sehingga 
relevan dengan permasalahan yang akan diteliti pada penyusunan skripsi 
ini, maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muna. Penulis memilih 
Kabupaten Muna sebagai lokasi penelitian sebab Kabupaten Muna 
merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki masalah terkait 
implementasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Adapun lokasi 
di mana penelitian ini akan dilakukan yaitu di Kabupaten Muna pada 
umumnya, dan selanjutnya akan dikhususkan di dua kecamatan, yaitu 
Kecamatan Batalaiworu dan Kecamatan Katobu. 
Masalah yang akan diteliti oleh Penulis adalah “Implementasi 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan” berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 06  tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya 
terkait pelayanan persampahan/kebersihan. Untuk itu, penelitian juga 
akan dilakukan di beberapa instansi terkait dalam hal ini yang memiliki 
kewenangan membuat, mengatur, dan melaksanakan peraturan daerah 
tersebut, yakni: 
1. Kantor Pemerintahan Kabupaten Muna Bagian Hukum;  
2. Kantor DPRD Kabupaten Muna dalam hal ini komisi II bidang 
perekonomian dan keuangan/anggaran;  
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3. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 
Muna;  
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Muna 
5. Perwakilan masyarakat di dua kecamatan di mana penelitian ini 
dilakukan. 
 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian 
hukum empiris. yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun 
lansung kelapangan penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai 
suatu fakta hukum yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan 
wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan. Selain itu 
penelitian ini menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-
undangan, teori hukum, sumber-sumber karya ilmiah, serta referensi 
lainya yang erat kaitannya dan saling berhubungan dengan permasalahan 
yang akan dibahas. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan 




1. Data Primer 
Data ini diperoleh melalui proses wawancara dengan pihak-pihak 
yang terkait dengan masalah yang diteliti yakni mengenai 
Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 
Adapun wawancara dilakukan di Kantor Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Muna Bagian Hukum, Kantor DPRD Kabupaten Muna 
dalam hal ini komisi II bidang perekonomian dan keuangan/ 
anggaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Kebersihan dan 
Pertamanan Kabupaten Muna, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Muna, Perwakilan masyarakat di 
dua kecamatan dimana penelitian ini dilakukan yaitu kecamatan 
Batalaiworu dan kecamatan Katobu. 
2. Data Sekunder 
Data ini diperoleh melalui proses analisis berbagai referensi 
peraturan perundang-undangan, teori hukum, sumber-sumber 
karya ilmiah, serta referensi lainya yang erat kaitannya dan saling 
berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu 
Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan” 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06  tahun 2013 tentang 





D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Studi Kepustakaan (Library Research) 
Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah data-data sekunder 
yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundangundangan, 
putusan, hasil penelitian, media cetak, serta media elektronik yang 
memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini. 
2. Wawancara (Interview) 
Guna melengkapi dan mengonfirmasi bahan yang diperoleh dari 
studi kepustakaan, dilakukan wawancara dimana narasumbernya 
adalah pihak-pihak yang memiliki kompetensi terkait isu yang 
dibahas dalam karya ilmiah ini. 
 
E. Analisis Data 
Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik 
deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan 
maupun wawancara dianalisis dengan cara menjelaskan dan 
memaparkan hasil objek penelitian, kemudian menguraikan hasil 
penelitian dalam bentuk pemetaan masalah. Dari proses tersebut, akan 
ditarik sebuah kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan di 
Kabupaten Muna 
Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas 
desentralisasi, untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi maka 
dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah 
kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom  sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. 
Ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mampu 
berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah 
otonom harus memiliki kewenangan dan mampu untuk menggali sumber-
sumber keuangan sendiri dan mengelola keuangan sendiri yang cukup 
memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. 
Ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal  
mungkin dikurangi sehingga Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya di 
singkat PAD) khusunya pajak dan retribusi daerah, harus menjadi bagian 
sumber keuangan terbesar yang di dukung oleh kebijakan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat. 
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk 
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak 
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daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang 
penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah.64 Di Indonesia, hampir semua mengalami 
perkembangan pajak dan retribusi daerah yang berdampak pada jumlah 
penerimaan PAD. Salah satu daerah yang mengalami perubahan jumlah 
penerimaan PAD adalah Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara. 
Hal ini terlihat dari peningkatan PAD Kabupaten Muna yang ditunjukan 
pada tabel berikut ini 





Sumber data: Dinas PPKAD Kabupaten Muna 
Dari tabel di atas, terlihat bahwa penerimaan realisasi PAD 
Kabupaten Muna terdapat peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016 
meski mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Dari PAD 
yang cukup besar tersebut di dalamnya terdapat kontribusi dari retribusi 
daerah Kabupaten Muna sebagai salah satu sumber yang potensial. 
                                                          
64 Ibid, hal.87 
56 
Untuk lebih jelasnya akan disajiakan tabel penerimaan retribusi daerah 
Kabupaten Muna. 






Sumber data: Dinas PPKAD Kabupaten Muna 
Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa realisasi retribusi daerah 
mengalami peningkatan di tahun 2014 kemudian mengalami penurunan 
pada tahun 2015, namun di realisasi tahun 2016 perlahan meningkat. 
Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi akan menjadi dasar 
berpijak dari kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak 
maupun retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.65 Di 
Kabupaten Muna, terkait Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang 
Retribusi Jasa Umum, merupakan salah satu jenis peraturan daerah yang 
diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah dalam Bab VI tentang Retribusi, Pasal 110 
ayat (1) tentang Jenis Reribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan 
                                                          
65 Ibid, hal. 130 
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Persampahan/Kebersihan adalah salah satu dari empat belas jenis 
retribusi jasa umum yang diamanahkan pada pemerintah daerah 
kabupaten kota, jenis retribusi jasa umum lain yang disebutkan yaitu: 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan Sipil; 
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
f. Retribusi Pelayanan Pasar; 
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
 
Retribusi Persampahan termasuk ke dalam jasa umum yaitu, jasa 
yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau badan. Dalam melaksanakan pelayanan retribusi kebersihan 
di Kabupaten Muna, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan 
Pertamanan Kabupaten Muna selaku pihak yang berwenang terhadap 
retribusi pelayanan kebersihan, seperti yang dikatakan Sanudin selaku 
sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. “Kebetulan dinas ini adalah bidang 
yang mengelola tentang pelayanan persampahan yaitu bidang sampah 
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dan pertamanan jadi otomatis kegiatan yang mengangkut sampah kita 
handel”.66 
Dalam hal pelaksanaan perda retribusi di Kabupaten Muna, yang 
menjadi pertimbangan utama dari pembuatan Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2013 ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Otonomi daerah sering diterjemahkan oleh pemerintah daerah 
identik dengan peningkatan PAD sebanyak-banyaknya. Hingga akhirnya 
peraturan daerah menjadi instrumen yang dipandang legal untuk 
memungut dana dari masyarakat.67 
Dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 
Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan di Kabupaten Muna, struktur dan besar tarif retribusi 
persampahan/kebersihan meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya 
bunga, dan biaya modal. Materi muatan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Jasa Umum terkait Pelayanan Persampaha/Kebersihan tentu 
mengambil amanah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Semisal dalam hal penentuan besarnya tarif retribusi 
dalam UU tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 155 ayat (3) disebutkan 
bahwa tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Sesuai 
dengan Pasal 7 huruf (f) Perda Nomor 6 Tahun 2013 di Kabupaten Muna 
yaitu Rumah tinggal: 
                                                          
66 Wawancara pada tanggal 24 Juli 2017 
67 Didik Sukriono, 2013, Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Malang, Setara Press, hlm. 137   
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- Dalam Kota Raha sebesar Rp. 5.000,-/bulan; 
- Di luar Kota Raha sebesar Rp. 2.000,-/bulan. 
 
Menurut Rusuni selaku Kepala Bagian Retribusi Dinas Pendapatan 
dan Pengelolaan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Muna, retribusi 
pelayanan persampahan/kebersihan retribusi merupakan yang tiap 
tahunnya memberikan sumbangan paling sedikit terhadap PAD jika 
dibanding dengan jenis retribusi lainnya. Hal itu juga dibenarkan La 
Samuri selaku Komisi Dua DPRD Kabupaten Muna, “dari segi retribusi, 
pendapatan daerah terkait dengan sampah masih memberikan sumbangsi 
yang sangat kurang terhadap daerah”. Hal ini dapat digambarkan dalam 
tabel sebagai berikut: 
Tabel. 3 Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014-2016 
Tahun Target Realisasi % 
2013 120.500.000,00 35.500.000,00 29,46 
2014 120.500.000,00 51.500.000,00 42,74 
2015 200.000.000,00 46.600.000,00 23,30 
2016 100.000.000,00 40.500.000,00 40,50 
Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Muna (diolah 
oleh peneliti) 
Dari data tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi retribusi 
persampahan/kebersihan mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 
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2016, namun di realisasi tahun 2013 dan 2015 retribusi 
persampahan/kebersihan mengalami penurunan yang cukup signifikan. 
Kabupaten Muna sebagai salah satu daerah yang sangat strategis 
di bidang perekonomian maupun pembangunan yang menyebabkan 
peningkatan penduduk yang cukup pesat. Pertambahan jumlah penduduk 
ini tentu akan berdampak pada meningkatnya volume sampah. 
Kecamatan Katobu adalah satu dari 22 kecamatan di Kabupaten Muna 
yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah 30.524 jiwa. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna dari  hasil 
Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang telah dilakukan sebanyak 
lima kali pada tahun 1976, 1985, 1995, 2005 dan terakhir 2015. seperti 
dalam tabel berikut : 
Tabel. 4 Jumlah Penduduk  dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan 
di Kabupaten Muna Tahun 2015 
Kecamatan 
Jenis Kelamin 
Rasio Jenis Kelamin 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
Tongkuno  7 436  8 066  15 502 92.19 
Tongkuno Selatan  2 649  3 036  5 685 87.25 
Parigi  5 614  6 171  11 785 90.97 
Bone  2 636  2 900  5 536 90.90 
Marobo  3 189  3 358  6 547 94.97 
Kabawo  6 194  6 869  13 063 90.17 
Kabangka  4 883  5 004  9 887 97.58 
Kontu Kowuna  1 885  2 124  4 009 88.75 
Kontunaga  3 942  4 238  8 180 93.02 
Watopute  6 126  6 436  12 562 95.18 
Katobu  14 586  15 938  30 524 91.52 
Lohia  6 689  7 596  14 285 88.06 
Duruka  5 845  6 167  12 012 94.78 
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Batalaiworu  6 559  7 050  13 609 93.04 
Napabalano  5 702  5 883  11 585 96.92 
Lasalepa  5 246  5 513  10 759 95.16 
Towea  2 505  2 572  5 077 97.40 
Wakorumba Selatan  2 191  2 327  4 518 94.16 
Pasir Putih  2 078  2 315  4 393 89.76 
Pasi Kolaga  1 965  2 198  4 163 89.40 
Maligano  2 730  2 788  5 518 97.92 
Batukara  1 163  1 260  2 423 92.30 
Kabupaten Muna  101 813  109 809  211 622 92.72 
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 
 
 Dari tabel 4 di atas terlihat bahwa Kecamatan Katobu memilki 
predikat kependudukan terbanyak. Namun, di antara 22 kecamatan yang 
ada di Kabupaten Muna hanya 2 kecamatan yang di kenakan retribusi 
pelayanan persampahan/kebersihan yaitu Kecamatan Katobu dan 
Kecamatan Batalaiworu. Seperti yang dikatakan Sanuddin selaku 
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Muna, “daerah kita ini baru diberlakukan di dua kecamatan  
yang terdiri dari beberapa kelurahan yang di diami beberapa masyarakat 
ibu kota yaitu  Kematan Batalaiworu dengan Kecamatan Katobu”. 
 Sanuddin mengganggap bahwa dua kecamatan inilah yang 
memiliki jumlah sampah paling banyak di antara kecamatan yang ada di 
Kabupaten Muna, “Walaupun cuma dua kecamatan, volume sampah ini 
sangat luar biasa banyaknya” lanjutnya. Hal itu dibenarkan oleh Laode 
Abdul Hadi selaku Camat Katobu yang beranggapan masalah sampah 
merupakan hal klasik yang ada di Kabupaten Muna terutama di dua 
kecamatan yaitu Kecamatan Katobu dan Kecamatan Batalaiworu, 
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“masalah sampah merupakan masalah klasik yang ada di daerah kita 
terutama di dua kecamatan yaitu Kecamatan Katobu dan Batalaiworu. 
Penerima layanan/jasa diidentifikasikan dapat memberikan 
pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan.68 
Singkatnya, tugas administrasi negara atau birokrasi adalah memberikan 
pelayanan yang baik terhadap kepentingan rakyat.69 “Retribusi jenis 
apapun jika sudah di undangkan dalam peraturan daerah harusnya 
dilaksakan secara merata”, ungkap Abdussalam Syahih selaku 
masyarakat kecamatan Duruka yang tidak mendapatkan pelayanan jasa 
umum terkait pelayanan persampahan/kebersihan. 
 
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Retribusi 
Pelayanan Persampahan /Kebersihan Di Kabupaten Muna 
Dalam rangka pelaksanaan implementasi retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu 
faktor substansi atau materi muatan dari peraturan perundang-undangan 
itu sendiri yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2013 tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Muna, faktor aparatur penegak 
hukum terkait yaitu, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan 
                                                          
68 Tjips Ismail, Peran Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendamping Dana Perimbangan Dalam 
Pembiayaan Pembangunan Guna Mewujud Kemandirian Daerah. Dalam Adrian Sutedi, 2008, 
Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bogor Selatan, Ghalia Indonesia. Hal 82. 
69 Sirajuddin Dkk, 2011, Hukum Pelayanan Publik, Malang, Setara Press, Hal.81. 
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Pertamanan Kabupaten Muna, faktor sarana dan fasilitas pendukung guna 
menunjang efektivitas pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten 
Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum Terkait 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan,  dan faktor masyarakat yang hidup 
di Kabupaten Muna. 
1. Faktor Hukum 
Untuk menjalankan fungsi hukum diperlukan penegakan hukum 
sebagai perwujudan tindakan untuk memastikan seluruh sistem hukum 
berjalan sebagaimana mestinya. Faktor hukum dalam penelitian ini 
merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 
Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan. Efektivitas hukum yang dibuat sangat berpengaruh terhadap 
suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk dapat 
mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga untuk mengatur tingkat 
implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 
Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan dapat di lihat dari keberhasilan dalam 
pencapaian tujuan yang diinginkan.  
Banyaknya kekurangan yang menyebabkan tidak maksimalnya 
pemungutan retribusi persampahan di Kabupaten Muna. Seperti, tidak 
adanya aturan yang jelas mengenai siapa yang harus melakukan 
pemungutan retribusi, bagaimana persyaratan dan tata cara perhitungan 
retribusi, bagaimana cara mengetahui masa retribusi dan saat retribusi 
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terutang dan masih banyak lagi yang tidak diatur dalam perda ini. Menurut 
La Ntero selaku Camat Katobu, pungutan retribusi persampahan di ambil 
alih langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Muna. Menurutnya, pungutan retribusi akan efektif jika 
pungutan retribusi persampahan/kebersihan di limpahkan ke lurah-lurah 
melalui kordinasi kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan 
dan Pertamanan Kabupaten Muna, “disela-sela rapat membahas terkait 
retribusi pelayan persampahan yag ada di Kabupaten Muna saya selalu 
menyampaikan pungutan retribusi harusnya dilimpahkan saja di lurah-
lurah melaui pengawasan kecamatan dan BLHD karna kami yang lebih 
dekat dan mengerti masyarakat.” 
Untuk itu, agar lebih maksimalnya pelayanan retribusi sampah dari 
pihak dinas kebersihan kepada masyarakat perlu adanya keseimbangan 
dalam pembagian tugas. Kemudian tidak adanya aturan yang jelas 
mengenai keterlambatan ataupun siapa yang harus melakukan 
pemungutan retribusi. Sehingga membuat perda ini sulit untuk diterapkan 
karena tidak ada pasal yang menjelaskan sanksi dari pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi. 
2. Faktor penegak hukum 
Penegak hukum merupakan oknum yang menegakkan hukum agar 
sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku, setiap penegak 
hukum memiliki kedudukan dan peranan berdasarkan pada masing-
masing lembaga yang ditempatkan, di mana setiap kedudukannya 
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memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh 
setiap penegak hukum. Penegak hukum dalam penelitian ini adalah Dinas 
Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna yang 
memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan 
terhadap persampahan/kebersihan. yang salah satu tugasnya yaitu 
bertanggung jawab terhadap persampahan/kebersihan baik itu dalam 
memungut retribusi maupun memberikan pelayanan berupa mengangkut 
sampah baik secara komunal maupun individual.  
Sanudin beranggapan sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup, 
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna sudah memberikan 
pelayanan semaksimal mungkin terhadap semua warga masyarakat yang 
ada di dua kecamatan di Kabupaten Muna. Tetapi kurang maksimalnya 
pengawasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan 
Pertamanan Kabupaten Muna dalam hal melakukan pungutan retribusi 
pelayanan persampahan/kebersihan. Menurut pengamatan penulis, 
penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 
tentang Retribusi Jasa Umumu Terkait Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Muna belum maksimal. Hal ini 
dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat yang menyayangkan 
pungutan retribusi tidak merata sebab yang dilakukan pungutan hanya 
rumah-rumah yang berada di tepi jalan umum saja tidak mecakup ke 
dalam orong-lorang, “kami yang tinggal di pinggir jalan umum selau di 
mintai pungutan uang retribusi sementara tetangga yang tinggalnya di 
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lorong-lorong tidak dimintai pungutan sama sekali” Jafrudin selaku warga 
Kecamatan Batalaiworu. 
 La ntero membenarkan adanya pungutan retribusi yang dilakukan 
secara tidak merata yang berimbas masyarakat jadi enggan membayar 
retribusi, “banyak masyarakat yang mengeluh karena mereka di mintai 
pungutan sementara ada sebagian yang tidak membayar tapi 
mendapatkan pelayanan, Cuma di sekitaran jalan umum yang di mintai 
tapi untuk kelorong-lorang jarang dimasuki oleh dinas kebersihan” 
ungkapnya. 
Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial, melalui 
pengawasan, maka dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan 
rencana sesuai dengan intruksi atau asas yang telah ditentukan, sehingga 
dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian 
diperbaiki. Singkatnya dengan pengawasan dapat dijamin segala 
sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dilakukan 
perbaikan yang diperlukan apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan. 
 
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung 
Sarana dan fasilitas pendukung merupakan salah satu unsur 
penting dalam rangkaian meningkatkan produktifitas dan semangat kerja 
pelayanan retribusi persampahan/kebersihan. Oleh sebab itu dengan 
adanya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai dapat 
mempercepat dan memperlancar penyelesaian suatu pekerjaan. Dalam 
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pelaksanaan retribusi kebersihan, sarana dan prasarana pendukung yang 
ada dinilai masih kurang sehingga menjadi kendala dalam mencapai 
tujuan yang diinginkan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara oleh 
Sanudin selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan 
Pertamanan Kabupaten Muna menyayangkan armada yang di miliki oleh 
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna 
hanya berjumlah 4 armada truk pengangkut sampah serta tidak adanya 
mesin pengelola sampah sehingga sampah menjadi menumpuk di TPA 
“bisa anda bayangkan kami punya armada untuk melayani Kabupan Muna 
ini hanya 4 unit armada mobil, di antara 4 unit itupan sudah ada beberapa 
yang tidak layak pakai, ditambah lagi kawasan pembuangan akhir sampah 
belum memiliki alat untuk mengolah sampah ini”. Hal ini juga dibenarkan 
La Samuri selaku Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan/ 
Anggaran DPRD Kabupaten Muna yang juga beranggapan implementasi 
retribusi agak terhambat dikarenakan sarana dan prasarana terkait 
pelayanan sampah belum memadai. “Pelaksanaannya memang agak 
terhambat dikarenakan persoalan mengenai alat-alat sampah itu belum 
memadai”, ungkapnya.  
 Pelayanan Retribusi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, 
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna memang belum maksimal. 
Sejauh ini jumlah armada pengangkut sampah masih terbatas jumlahnya, 
ditambah lagi dengan banyaknya armada pengangkut sampah yang rusak 
karena kelebihan muatan  kemudian sedikitnya atau terbatasnya tempat 
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pembuangan sampah sementara (TPS) yang dalam pengadaannya hanya 
berpusat di jalan-jalan umum tidak mencakup secara keseluruhan 
kedalam lorong-lorong yang ada pada dua kecamatan tersebut, “hanya 
jalan protokol saja yang di layani oleh Dinas Lingkungan Hidup, 
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna tidak mecakup sampai 
kelorong-lorong” ungkap La Ntero selaku Camat Batalaiworu. Selain itu 
lokasi tempat pembuangan sampah akhir (TPA) sangat jauh dan sulit di 
jangkau oleh truk pengangkut sampah yang di miliki BLHD. 
Selain itu, jumlah dari pekerja lepas dinas kebersihan masih kurang 
menyebabkan kurang efektifnya pelayanan persampahan di daerah ini. 
Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan persampahan La Samuri 
berpendapat dinas lingkungan hidup harus terlebih dahulu menaikan upah 
pegawai lepas yang bekerja di bidang persampahan pasalnya dengan gaji 
sedikit otomatis akan menurunkan semangat kerja pegawai, selain itu gaji 
yang di berikan perbulannya cuma 500.000,00 sangat tidak sebanding 
dengan apa yang dikerjakan oleh para pegawai lepas atau lebih tepatnya 
La Samuri beranggapan tidak manusiawi, berikut kutipan wawancara 
dengan La Samuri Selaku ketua Komisi II DPRD Kabupaten Muna saat 
ditemui diruangannya. 
 “Honor tenaga pegawai lepas BLHD yang belum di angkat menjadi 
pegawai sangat tidak memadai dari yang lalu sampai sekarang hanya 
500.000,00 per bulan, minimal diikutkan sesuai Upah Minimum Provinsi 
(UMP). Menurut kami tidak manusiawilah upah sedikit dengan pekerjaan 
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yang berat, kami juga mencoba beberapa kali meminta kepada 
pemerintah daerah khususnya dinas lingkungan hidup untuk menaikan 
upah para pegawai lepas”  
4. Faktor Masyarakat 
Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa, masyarakat dapat berperan 
dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat 
maupun daerah.70 Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan 
penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat dan 
pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kesadaran 
hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan 
hukum yang baik. Selaras dengan yang dikemukakan Soerjono Soekanto 
bahwa setiap masyarakat sebaiknya memiliki kompetensi hukum, yang 
tidak mungkin ada jika masyarakat:71 
a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka 
dilanggar atau terganggu. 
b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk 
melindungi kepentingan-kepentingannya. 
c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum untuk 
karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik. 
d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang 
memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. 
e. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam 
proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal. 
 
                                                          
70 Lihat Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 
71 Ibid.hal 57 
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Dalam masyarakat, yang mempengaruhi implementasi retribusi 
pelayanan persampahan/kebersihan yaitu tingkat kesadaran dan 
kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan serta kurangnya 
pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang menyebabkan tidak 
efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang 
dimaksud yaitu masyarakat Kabupaten Muna yang belum sadar akan 
penting pembayaran retribusi persampahan ini, karena akan berpengaruh 
terhadap pelayanan, baik itu pengangkutan ataupun pengelolaan. 
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Muna menjelaskan bahwa Pola pembuangan sampah oleh 
masyarakat saat ini belum tertib, 72 
“mungkin teman-teman bapak-bapak melihat kami menyediakan 
tempat sampah sementara tapi dengan ketidakpahamannya  
masyarakat segingga membuang sembarangan, mereka tidak 
membuang sampah di bag TPS hanya buang begitu saja 
disekitaran TPS jadi sampahnya meluber, kita berharap bahwa 
mereka membuang sampah dengan rapi dan baik. Dengan 
harapan pekerja yang datang langsung mengambil sampah tanpa 
memungut sampah yang meluber keluar dari TPS dengan 
melubernya sampah akan menghambat kerja dari petugas kami 
dan menyita banyak waktu”. 
 
 
 La Ntero juga menggangap salah satu faktor implementasi retribusi 
tidak berjalan sesuai yang diinginkan yaitu silain karena kurangnya 
kesadaran masyarakat membuang sampah disembarang tempat di sisi 
lain kurang pahamnya masyarakat untuk tertib membayar retribusi, 
“kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuat sampah 
                                                          
72 Wawancara dengan sekretaris dinas lingkungan hidup pada tanggal 5 Juli 2017 
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sembarangan dan tidak pahamnya mengapa kita harus membayar 
retribusi tiap bulannya, itulah salah satu faktor yang menghambat kerja-
kerja dari SKPD Dinas terkait”. Selanjutnya La Samuri menghimbau 
masyarakat agar menjaga kebersihan dan keindahan kota, “masyarakat 
agar paham bagaimana pentingnya kebersihan dan keindahan kota 






















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
di atas mengenai Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan Di Kabupaten Muna dapat ditarik beberapa kesimpulan. 
Adapun beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai 
berikut: 
1. Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di 
Kabupaten Muna sudah berjalan tetapi belum efektif dalam 
pelaksanaanya, sampai saat ini retribusi jasa umum terkait 
pelayanan persampahan/kebersihan masih memberikan 
sumbangan PAD paling rendah diantara jenis retribusi lainnya. 
Selain itu, retribusi terkait pelayanan persampahan/kebersihan 
setiap tahunnya tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, 
pada akhir tahun 2016 hanya dapat mencapai 40,50% tidak 
mencukupi setengah dari yang ditargetkan pemerintah kabupaten 
Muna. Kemudian pelaksanaan retribusi hanya diberlakukan di dua 
kecamatan yaitu Kecamatan Katobu dan Kecamatan Batalaiworu 
tidak mecakup secara keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten 
Muna. Terlebih secara umum masyarakat tidak mengetahui adanya 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2013 tentang 
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Retribusi Jasa Umum salah satunya terkait pelayanan 
persampahan/kebersihan.  
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan di Kabupaten Muna antara lain,dari faktor 
hukum, banyaknya kekurangan yang diatur dalam perda 
menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan retribusi 
persampahan di Kabupaten Muna. Faktor penegak hukum, 
lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, 
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna dalam hal 
melakukan pungutan retribusi. Faktor sarana dan fasilitas 
pendukung, kurangnya truk pengangkut sampah yang disedikan 
oleh pemerintah Kabupaten Muna, terbatasnya TPS di tiap-tiap 
kecamatan, jarak TPA yang sangat jauh, dan gaji pegawai lepas 
yang sering tertunggak mengakibatkan pelayanan 
persampahan/kebersihan kurang efektif serta banyak sampah tidak 
diangkut sesuai jadwal pengangkutan yang berimbas pada 
masyarakat enggan untuk membayar retribusi pelayanan  
persampahan/keberishan. Faktor masyarakat, kurangnya 
kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi 
persampahan/kebersihan, masih banyaknya masyarakat yang 
membuang sampah bukan pada TPS yang telah disediakan serta 
keterbatasan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga 
lingkungan bebas dari sampah. 
74 
B. Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan pada penelitian ini, peneliti menarik 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Agar Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
berjalan sebagaimana mestinya, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Muna harus mengkaji kembali Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2013 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan karena dalam perda masih memiliki 
beberapa kekurangan. Kemudian diperlukan pengawasan yang 
ketat dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi agar pungutan 
dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya tanpa membeda-
bedakan satu golongan masyarakat. 
2. Pemerintah daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
yang menangani terkait retribusi pelayanan persampahan/ 
kebersihan harusnya dapat menambah jumlah armadanya tiap 
tahun. Menyediakan fasilitas pelayanan persampahan seperti 
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di titik-titik tertentu yang 
mudah di akses truk pengangkut sampah, menyediakan Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) sesuai standar baku yang memiliki mesin 
penghancur sampah serta mesin daur ulang, menaikan honor 
pegawai lepas demi menjaga serta memotivasi semangat kerja, 
melakukan penyuluhan ke masyarakat agar dapat mengerti 
bagaimana pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan kota.
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